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ABSTRAK 
 
AZLAN MUNZIR MUDATSIR  (B111 10 122). Ganti Kerugian Bagi 
Tersangka Yang Mengalami Penahanan Yang Tidak Sah (Studi Kasus 
Di Kabupaten Jeneponto). Dibimbing oleh H. M. Said Karim selaku 
pembimbing l dan Hj. Haeranah Selaku pembimbing ll.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ganti 
kerugian bagi tersangka di Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui  
kendala-kendala yang didapat dalam pemberian ganti kerugian di 
Kabupaten Jeneponto.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, khususnya  
pada Pengadilan Negeri Jeneponto, Rutan Kelas IIB Jeneponto, dan 
masyarakat Kabupaten Jeneponto, guna melakukan wawancara dengan 
pihak yang berkompeten, menyebarkan kuisioner kepada masyarakat,  
dan mengambil data yang relevan, serta dengan melakukan studi 
kepustakaan dengan memilah berbagai literatur dan perundang-undangan  
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi ganti kerugian 
bagi tersangka di Kabupaten Jeneponto belum optimal, hal  ini didasarkan  
pada hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat Kabupaten 
Jeneponto, sangat sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian dari 
negara apabila proses perkara pidana tidak sesuai yang dilakukan oleh 
penegak hukum. Sementara,  masih terdapat  tersangka  maupun  mantan 
tersangka yang pernah mengalami ataupun sementara  mengalami proses 
perkara pidana yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh penegak 
hukum di Kabupaten Jeneponto.  Adapun  kendala-kendala  yang  didapat  
dalam pemberian ganti kerugian bagi tersangka yang proses perkara 
pidana tidak sesuai yang dilakukan oleh penegak hukum  di  Kabupaten  
Jeneponto, yaitu, Kendala ketidaktahuan, Kendala budaya, Kendala  
psikologi, Kendala undang-undang yang mengatur, Kendala sarana atau 
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Kendala proses di 
pengadilan, serta Kendala politik.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Negara hukum, setiap pelaku penyimpangan diharuskan 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Norma hukum dibuat 
untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. 
Dengan konsekuensi, pemerintah harus menjamin adanya suasana aman 
dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti apabila ada warga negara yang 
merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak mendapatkan perlindungan 
hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam 
menegakkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, maka 
diperlukan sanksi sedangkan sanksi ada apabila ada hukum yang 
mengaturnya. 
Dalam hukum pidana yang menjadi pokok pembahasan ada tiga 
aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggungjawaban dan pidana itu 
sendiri dalam hal ini sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi bagi yang 
melakukan pelanggaran. Berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut 
dalam ranah pembahasan baik secara teori maupun dalam 
operasionalnya tidak dapat disatukan atau dicampur adukan satu dengan 
yang lainnya, karena merupakan unsur yang berbeda-beda yang 
disatukan dalam satu bagian yaitu hukum pidana. Seseorang dikatakan 
telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak 
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sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat dan hal ini telah 
termasuk dalam perundang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang 
berbunyi: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari 
pada perbuatan itu” (R.Soesilo, 1995 : 27) 
Makna dari pasal tersebut di atas biasa dikenal dengan istilah asas 
legalitas yang mana hampir semua Negara yang menyatakan negaranya 
sebagai Negara hukum menganut asas tersebut, dengan tujuan 
perlindungan dari penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 
Ruang lingkup pidana berorientasi pada kepentingan umum apabila 
terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan 
terjadi goncangan, sehingga perlu upaya untuk menegakkan hukum yaitu 
dengan menindak sipelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Upaya penegakan hukum yang telah ada maupun yang sedang 
berlangsung, kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak 
terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum 
berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum 
dalam lingkungan masyarakat. 
Realita hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat tidak 
semudah yang dipaparkan di atas karena banyak permasalahan yang 
komplek bermunculan terutama diantaranya permasalahan perbuatan 
pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan 
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perkembangan masyarakat menuju era modern, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa modernisasi turut bertanggung jawab dalam 
melahirkan banyak bentuk dan jenis kriminalitas. Hal tersebut berdampak 
pada keberadaan hukum pidana kita yang berbentuk kodifikasi sehingga 
terkesan kaku. 
Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya, dalam kehidupan 
sehari-hari dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa 
kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak mudah untuk 
memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan masalah sosial 
yang sulit untuk dihilangkan selama manusia masih ada.  
Meskipun tidak pernah didambakan kehadirannya, kejahatan dapat 
terjadi kapanpun dan dimanapun, dilakukan oleh siapapun dan ditujukan 
kepada siapapun. Oleh karena itu, berbagai cara telah diupayakan untuk 
menguranginya. Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi 
dalam masyarakat tersebut, merupakan hal yang sangatlah perlu untuk 
diperhatikan sehingga mengundang pemerintah (Negara) sebagai pelayan 
sekaligus pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan 
bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma 
yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat. Kejahatan tersebut 
oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang bertentangan atau 
melanggar peraturan hukum, sehingga pelakunya diancam dengan 
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hukuman atau pidana. Hal tersebut sejalan dengan definisi hukum yang 
dikemukakan oleh Achmad Ali 2008 : 30-31 sebagai berikut: 
“Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun 
dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari 
masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui 
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, 
serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat 
(sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah 
tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas 
tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.” 
Maka dari itu, sehubungan dengan hukum pidana yang berperan 
langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang maupun diharuskan beserta aturan pidananya, diperlukan pula 
kajian berdasarkan hubungan antara terjadinya suatu kejahatan tersebut 
dengan peranan korban dari kejahatan itu sendiri. Dasar hukumnya 
terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
Pasal 95. 
Dalam rangka pelaksanaannya yang mantap, diperlukan adanya 
dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban 
kejahatan. Oleh karena itu, di samping ilmu kriminologi dan viktimologi 
selaku pendukung hukum pidana dalam hal penerapan, adalah mutlak 
memahami dan mengembangkan dari sisi yuridis yang dapat memberikan 
pemikiran untuk dapat memahami masalah dengan mengkaji undang-
undang serta penanggulangan permasalahannya secara rasional, 
bertanggung jawab dan bermanfaat. 
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Akan tetapi, dalam suatu negara hukum atau Rule of law 
sesungguhnya mempunyai sendi-sendi yang sifatnya universal dan 
bahkan cukup  fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak  asasi, adanya aturan hukum yang mengatur tindakan 
Negara atau  pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara tersebut 
dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini tentunya, 
akan membawa konsekuensi pada hukum pidana khususnya. 
Hukum  pidana  bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan  
individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan  
tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos 
disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak 
ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru 
menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum  tanpa  
kesalahan karena dianggap sebagai penjahat. Maka  para  ahli  hukum  
pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut : 
1. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari 
tindakan hukum karena kekeliriuan.  
2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 
orang yang tidak bersalah.  
Perlindungan  hak  asasi  manusia,  pada  hakikatnya  perlindungan  
terhadap  korban termasuk  korban salah tangkap  merupakan salah satu 
bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan  atas  
hak asasi manusia. Dengan menunjukkan  adanya  persamaan  prinsip  
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dan  ide  hak  asasi  manusia,  dapat digambarkan  bahwa  antara  negara  
hukum  dan  penegakan  hak  asasi  manusia merupakan  satu  mata  
uang  dengan  sisi  yang  berbeda.  Sehingga upaya perlindungan  hak  
asasi  tersebut  perlu  adanya  peraturan-peraturan  larangan  bagi sistem  
hukum  dan  keefektifan  sistem  peradilan  pidana  (SPP)  dalam  rangka 
perlindungan hak asasi manusia.  
Kedudukan  korban  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  
ternyata relatif kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia masih  berorientasi  pada  perlindungan  bagi  pelaku 
(offender orientied).  Padahal, dari  perspektif  kriminologis  dan  hukum  
pidana, kejahatan  adalah  suatu  konflik  yang  menimbulkan  kerugian  
kepada  korban,  masyarakat  dan  pelanggar itu sendiri. Perlindungan  
korban  kejahatan masih bersifat perlindungan abstrak  atau  perlindungan  
tidak  langsung  yang  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  No. 48  
Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  No. 39  
Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Kitab  Undang-Undang  
Hukum  Acara  Pidana  (KUHP),  dan  Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 
tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  ( KUHAP),  serta  
Peraturan Pelaksanaan KUHAP.   
Salah satu masalah yang  terjadi  dalam  sistem  peradilan  pidana  
adalah terjadinya pelanggaran hak  pada salah  satu  atau  seluruh  tingkat  
pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran 
prosedural, pelanggaran adminstratif, pelanggaran terhadap diri pribadi 
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tersangka sampai pada pelanggaran  berat  seperti  rekayasa  saksi-saksi  
dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan 
tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan  
sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar  
tekanan  atau  paksaan  yang  berakibat  penderitaan  secara  psikis  dan  
phisik dan menimbulkan  rasa  takut. Perolehan  keterangan  sebagai  alat  
bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi  suatu  
pengakuan  yang terekayasa. 
Dalam pembahasan ini, yang menjadi korban dari salah tangkap 
tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga pemberian ganti kerugian 
(kompensasi). Hal ini jelas tertera dalam Bab XII Kitab  Undang-Undang  
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) tentang Ganti Kerugian.  
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “Ganti kerugian bagi 
tersangka yang mengalami penahanan yang tidak sah (Studi Kasus 
Di Kabupaten Jeneponto)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
di atas maka rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implementasi ganti kerugian bagi tersangka di 
Kabupaten Jeneponto ? 
2. Apa saja kendala-kendala yang didapat dalam pemberian ganti 
kerugian di Kabupaten Jeneponto ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan 
yang melandasi penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui implementasi ganti kerugian bagi tersangka di 
kabupaten jeneponto. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang didapat dalam pemberian 
ganti kerugian di Kabupaten Jeneponto. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 
penelitian sejenis secara mendalam. 
2.  Manfaat Praktis 
a. Bagi sistem peradilan pidana, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai masukan dalam mengambil keputusan publik terutama 
berkaitan dengan masalah Perlindungan Hukum Terhadap 
Tersangka Dalam Hal Ganti Kerugian di kabupaten Jeneponto.  
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b. Bagi pribadi penulis, penelitian ini merupakan langkah awal 
dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Ganti Kerugian 
1. Ganti Kerugian 
Seperti kita ketahui bahwa “Ganti kerugian” merupakan suatu lembaga 
baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum bagi 
pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantuk dalam pasal Pasal 
9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut : 
1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa 
alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak 
menuntut ganti rugi. 
2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana. 
3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur 
lebih lanjut dengan perundang-undangan. (Djoko Prakoso 1998 : 
96) 
Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang 
No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) adalah: 
Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan 
pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang 
karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang 
berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara 
yang diatur dalam Undang-Undang ini. 
Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa 
penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian : 
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1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa. 
2) Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”. 
3) Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada 
tersangka atau terdakwa atas dasar : 
a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, 
penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-
undang, atau ; 
b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan Undang-
Undang, atau ; 
c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang 
diterapkan. 
 
Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuan 
yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 
Adapun perbedaan antara kedua ketentuan menurut Yahya Harahap 
(2004 : 38) bahwa : 
Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian 
dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak 
menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap, ditahan, dituntut 
atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 
95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi karena tindakan lain tanpa 
alasan yang berdasarkan Undang-Undang. 
Apabila memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, maka 
ganti kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau 
yang melanggar undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini 
tersangka. 
Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni : 
1) Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, 
yang diatur Bab XII Bagian kesatu; 
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2) Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang 
merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara 
gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII. 
Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan 
“melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut : 
“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 
seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian 
itu, mengganti kerugian tersebut”. 
 
Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2.1 a 
di atas), yag dituntut adalah instansinya buka penjabatnya. Dengan 
demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan 
yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI. (Leden 
Marpaung 2011 : 66) 
2. Jenis-Jenis Ganti Kerugian 
Maka dengan demikian yang akan diperiksa oleh Pengadilan Pidana 
seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), hanyalah mengenai permintaan : 
a. Ganti rugi dengan acara praperadilan : 
1) Ganti rugi menurut menurut Pasal 77 jo 95 ayat (2); 
2) Ganti rugi menurut Pasal 81 akibat tidak sahnya penangkapan 
atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan 
atau penuntutan; 
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3) Ganti rugi karena ada benda yang disita yang tidak termasuk 
alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) huruf b); 
4) Ganti rugi dikenakan tindakan lain, yaitu kerugian yang 
ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan 
yang tidak sah menurut hukum; 
5) Ganti rugi karena terjadi selisih mengenai lamanya penahanan 
melebihi lamanya pidana perampasan kemerdekaan badan 
yang dijatuhkan, diperiksa dengan acara praperadilan 
(penjelasan Pasal 95 ayat (1) atau sebagai resultaat dari 
putusan peninjauan kembali (Pasal 266 ayat (3)); 
6) Ganti rugi yang didasarkan pasal 95 ayat (5) diadili dengan 
mengikuti acara praperadilan atas hal-hal sebgaimana tersebut 
dalam ayat (1) pasal ini; 
b. Ganti rugi menurut Undang-Undang lain : 
Di dalam beberapa Undang-Undang lainnya terdapat pula 
berbagai ketentuan mengenai masalah ganti kerugian, antara lain 
seperti yang termasuk dalam : 
1) 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982  tentang Ketentuan-
Kententuan      Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI 
No. 2 Tahun 1982 – TLN No. 3215) Pasal 20 dan Pasal 21 
beserta penjelasannya; 
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang 
Pengendalian Air (LNRI No. 24 Tahun 1990) pasal 37; 
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2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 tentang Zona Ekonomi 
Ekslusif Indonesia (LNRI No. 44 Tahun 1983 – TLN No. 3260) 
pasal-pasal : 9, 10, 11, 12 dan 20 ayat (1); 
3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1983 tentang Perikanan (LNRI 
No. 46 Tahun 1983) Pasal 7 ayat (1) beserta penjelasannya 
dan Pasal 30 ayat (4); undang ini tidak secara eksplisit merujuk 
kepada pengertian ganti rugi, akan tetapi mengacu kepada 
Undang-Undang tentang ZEE serta Undang-Undang No. 8 
Tahun 1981 KUHAP, dan dalam hal ini KUHAP selaku lex 
generalis). 
Menurut Perundang-Undangan tersebut ganti kerugian meliputi 
kerugian yang diderita masing-masing atau sekaligus oleh negara, 
masyarakat dan perorangan, sehingga terdapat alternatife 
penyelesaiannya melalui Pasal 98 ayat (1) KUHAP atau menurut 
ketentuan penyelenggaran perkara perdata. 
Khusus mengenai jenis ganti kerugian yang diatur dalam UU 
No. 4/1982 terdapat hukum acara tersendiri (lex specialis), 
misalnya tentang acara negosiasi di dalam team (vide penjelasan 
Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut) dan hukum acara yang 
mengatur tentang pertanggung jawaban mutlak (strick, dan atau 
absolute liability). Didalam hukum laut terdapat perbedaan graduik 
antara kedua jenis lability ini. Untuk absolute liability terkandung 
keharusan pembuktian kesalahan pelaku walaupun kesalahan itu 
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dapat tidak usah dibuktikan melalui peradilan pidana. (M. Hanafi 
Asmawie 1992 : 6-7) 
3. Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi 
Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut 
dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. 
Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi : pembatasan jangka waktu 
pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti 
rugi, vide tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu 
lama sehingga menjamin kepastian hukum. 
Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 
tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna 
menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi : 
a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak 
putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; 
b. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung 
dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. 
 
Untuk Menghindari kesalah-pahaman, haruslah dibedakan antara 
tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran 
ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah 
diterbitkan Departemen Keuangan RI. (M. Hanafi Asmawie 1992 : 22) 
4. Jumlah Imbalan Ganti Rugi 
Imbalan uang ganti rugi adalah serendah-rendahnya berjumlah Rp. 
5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu 
juta rupiah), demikian ayat (1) pasal 9 PP No. 27 tahun 1983 menetapkan 
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bagi tuntutan ganti rugi berdasarkan alasan sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. 
Ayat (2) Pasal 9 PP tersebut selaku pelaksanaan UU No. 8 Tahun 
1981, berbunyi : apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain 
sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang 
bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan 
atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya 
ganti rugi berjumlah setinggi-tingginya Rp, 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 
(M. Hanafi Asmawie 1992 : 33) 
B. Penangkapan 
1. Pengertian Penangkapan 
Pada Pasal 1 butir 10 KUHAP dicantumkan : 
“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan atau dan 
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini.” 
 
Dari rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-
unsur : 
1) Pengekangan sementara waktu kebebasan, 
2) Tersangka atau terdakwa, 
3) Terdapat cukup bukti, 
4) Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan. 
Dari unsur-unsur di atas yang merupakan masalah adalah “terdapat 
cukup bukti”. Perkataan “cukup” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan 
antara lain : 
1) Tidak kurang, 
2) Lengkap, 
3) Sudah memadai, 
4) Lumayan, sedang. (Leden Marpaung 2011 : 109-110) 
2. Tata Cara Penangkapan 
Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, 
menentukan :  
1) Pelaksanaan Penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara 
RI 
Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh 
melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang 
melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai 
penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau hansip tidak 
berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal 
tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan “setiap orang 
berhak” melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai 
wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan 
“wajib” menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 
111), hal ini sudah diuraikan pada uraian tertangkap tangan. 
2) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus 
membawa “surat tugas penangkapan” 
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Bagaimana jika surat tugas tidak ada ? kalau tidak ada, tersangka 
berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena 
surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. 
Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum 
yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya 
kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan 
ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak 
yang beriktikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang 
tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati. 
3) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan 
Surat perintah penangkapan tersebut member penjelasan dan 
penegasan tentang : 
a. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal 
Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah 
penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu 
“tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas. Demi 
untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban. 
b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan 
penangkapan 
Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau 
pemeriksaan penyidikan dan sebagainya. 
c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang 
disangkakan terhadap tersangka. 
19 
 
 
Misalnya, disangka melakukan kejahatan pencurian, seperti 
yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. 
d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana 
pemeriksaan dilakukan. ( Yahya Harahap 2007 : 159-160) 
C. Penahanan 
1. Pengertian Penahanan 
Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan : 
“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di 
tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim 
dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini”. 
 
Rumusan di atas, dengan kata penahanan yang berasal dari kata asal 
“tahan”, perlu diteliti keterkaitannya. 
Dalam bahasa Indonesia, yakni dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, (penerbit Balai Pustaka), tercakup arti “penahanan” : proses, 
perbuatan, cara menahan, penghambatan. Hakikat dari “penahanan” 
adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini memang telah 
tercantum dalam penegrtian “ penempatan tersangka/terdakwa di tempat 
tertentu”. (Leden Marpaung 2011 : 117) 
2. Tata Cara Penahanan 
Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan 
penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan 
Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut : 
1) Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan 
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Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Jika penyidik 
atau penuntut umum yang melakukan penahanan dengan 
mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan”, dan 
apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan 
berbentuk “surat penetapan”. Surat perintah penahanan atau surat 
penetapan penahanan harus memuat hal-hal : 
a. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis 
kelamin, dan tempat tinggal; 
b. Menyebut alasan penahanan. Contohnya untuk kepentingan 
penyidikan atau pemeriksaan siding pengadilan; 
c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang 
didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan dapat 
mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk 
kepastian hukum; 
d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk 
memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya. 
2) Tembusan harus diberikan kepada keluarga 
Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan 
lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, 
“wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini 
dimaksudkan, di samping member kepastian kepada keluarga, juga 
sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah 
tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh 
21 
 
 
Undang-Undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa 
sah tidaknya penahanan. (Yahya Harahap 2007 : 168-169) 
D. Tindakan Lain 
1. Penyelidikan 
Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan 
berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan 
atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran 
tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. 
Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah 
peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai 
dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). 
Dari penjelasan di atas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap 
pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan 
bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. 
Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. 
Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, “penyelidikan” merupakan salah 
satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang 
mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, 
tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”. 
Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu 
penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan 
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mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat 
dilakukan tindak lanjut penyidikan. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap 
pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan opspornig atau 
orderzoek, dan dalam peristilahan Inggris disebut investigation. Akan 
tetapi, pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu 
dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan 
(opspornig) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan 
ketidaktegasan pengertian dan tindakan. 
Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk 
kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan 
dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan : 
1) Telah tercipta tahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara 
penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada 
masa-masa yang lalu. Akibat dan cara-cara penindakan yang 
tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat 
penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan 
menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa; 
2) Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-
hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat 
manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. 
Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada 
mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan 
keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan 
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penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan 
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas 
pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan 
penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak 
yang merendahkan harkat martabat manusia. 
Jika diperhatikan dengan saksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, 
merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak 
melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat 
martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan 
penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu 
berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut 
penyidikan. 
Tuntutan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi 
peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab jika 
kurang hati-hati melakukan penyelidikanm bisa terjadi akibat yang fatal 
pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan 
penahanan dilakukan ke muka sidang “Praperadilan”. Karena 
sebagaimana yang digariskan KUHAP, memberi hak kepada 
tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang 
berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak 
melanjutkan penyelidikan ketingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum 
memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih 
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tetap dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan 
fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan 
penyidikan. 
Memang sikap yang menggambarkan sehubungan dengan 
penyelidikan, bisa menjurus ke arah yang merugikan ketertiban dan 
kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampau 
sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampau hati-hati, 
berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat berkeliaran 
sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan 
dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap 
ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban 
itu, tujukan tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, 
pelaku, segi hak asasi, dan dari sudut hukum pembuktian. (M. Yahya 
Harahap 2007 : 101-103) 
Pasal 103 KUHAP berbunyi : 
(1) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; 
(2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat 
oleh penyidik atau ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan 
penyelidik. 
(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus 
disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan 
tersebut. 
 
2. Penyidikan 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan 
umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang 
menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri 
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“tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. 
Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan 
pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat 
atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus 
menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. 
Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan 
“mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga 
sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan 
pada tindakan “mencari serta mengumpullan bukti” supaya tindak pidana 
yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan 
menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada 
perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara 
penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud 
satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat 
diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, 
ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan 
tersebut : 
1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari “semua 
anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya 
berada di bawah pengawasan penyidik,  
2) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau 
mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga 
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merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat 
perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan 
tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, 
larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan 
sebagainya). 
Memang kalau diperiksa ketentuan Pasal 7 ayat (1), apalagi jika 
dihubungkan dengan beberapa bab KUHAP, seperti Bab V 
(Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan 
surat) serta Bab XIV (Penyidikan), ruang lingkup wewenang dan 
kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidikan. 
Akan tetapi, cara penguraiannya dalam KUHAP agak berserakan dalam 
beberapa bab. Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup 
fungsi penyidikan kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk 
memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya 
hanya pada Bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya 
dari bab dan pasal-pasal lain di luar kedua bab yang disebutkan. (M. 
Yahya Harahap 2007 : 109-110) 
Pasal 108 KUHAP berbunyi : 
(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau 
menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak 
untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan 
atau penyidik baik lisan maupun tertulis; 
(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan 
umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu 
juga melaporkan tersebut kepada penyelidik atau penyidik. 
(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang 
mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak 
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pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau 
penyidik. 
(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu; 
(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat 
oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan 
penyidik; 
(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau 
penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau 
pengaduan kepada yang bersangkutan. 
 
3. Penggeledahan 
Pasal 1 butir 17 KUHAP menentukan “penggeledahan rumah” sebagai 
berikut : 
“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki 
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan 
tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. 
 
Selanjutnya Pasal 1 butir 18 KUHAP mencantumkan arti 
“penggeledahan badan” sebagai berikut : 
“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan 
pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang 
diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita”. 
 
Baik “penggeledahan rumah “maupun” penggeledahan badan” hanya 
dapat dilakuan “penyidik”. Khusus penggeledahan badan, hanya dapat 
dilakukan “penyidik”. Khusus terhadap penggeledahan badan, hanya 
dapat dilakukan atas diri tersangka. (Leden Marpaung 2011 : 105-106) 
Pasal 33 KUHAP berbunyi : 
(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik 
dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan 
rumah yang diperlukan; 
(2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, 
petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki 
rumah; 
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(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang 
saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; 
(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa 
atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal 
tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; 
(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah 
rumah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan 
kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. 
 
Pasal 34 KUHAP berbunyi : 
(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapatkan surat izin terebih dahulu, dengan tidak mengurangi 
ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan 
penggeledahan : 
(2) Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau 
ada dan yang ada di atasnya; 
(3) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau 
ada; 
(4) Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; 
(5) Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. 
(6) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud 
dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau 
menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda 
yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, 
kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang 
bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera 
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna 
memperoleh persetujuannya. 
 
4. Penyitaan 
Pasal 38 KUHAP berbunyi : 
(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin 
ketua pengadilan negeri setempat; 
(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapat surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan 
ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda 
bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 
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Pasal 39 KUHAP berbunyi : 
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : 
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau 
sebagai hasil dari tindak pidana; 
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyelidikan tindak pidana; 
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan 
tindak pidana; 
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau 
karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi 
ketentuan ayat (1). 
 
E. Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Berhak Atas Ganti Kerugian 
Dalam Pasal 95 KUHAP : 
(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti 
kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau 
dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-
undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum 
yang diterapkan; 
(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas 
penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan 
yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan 
mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77; 
(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya 
kepada pengadilan yang berwenang mengadilan perkara yang 
bersangkutan; 
(4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian 
tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk 
hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang 
bersangkutan; 
(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) 
mengikuti acara praperadilan. 
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Berdasarkan Pasal tersebut maka ganti kerugian dapat diminta oleh 
tersangka, terdakwa, terpidana dalam hal : 
1. Ditangkap 
2. Ditahan 
3. Dituntut 
4. Diadili 
5. Dikenakan tindakan lain 
F. Korban 
Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 13 Tahun 
2006 bahwa :  
“Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
 
Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), 
bahasa Latin victim (korban) dan logos (ilmu Pengetahuan). Secara 
sederhana Viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang 
korban (kejahatan). 
Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli 
(Abdussalam, 2010 : 5) bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat 
penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau 
mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang 
dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu 
adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. 
Selaras dengan pendapat di atas adalah (Arif Gosita, 1989 :75) 
menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang 
menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain 
yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 
dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan 
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istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan 
juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata 
Cara Perlindungan Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang 
berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman. 
Gangguan, terror dan kekerasan pihak mana pun”. 
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah 
“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, 
baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami 
pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai 
akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau 
ahli warisnya”. (Bambang Waluyo, 2011 : 9-11) 
Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga 
korban kejahatan, meliputi : 
a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang 
dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh 
pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus 
yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban 
kejahatan; 
b. Hak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi; 
c. Hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku; 
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; 
e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya; 
f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan media; 
g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari 
tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan; 
h. Hak untuk mempeoleh informasi tentang penyidikan polisi 
berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban 
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i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti 
merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya. (Dikdik 
M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2008 : 52-53) 
 
G. Sistem Peradilan Pidana 
Perlu disinggung serba ringkas mengenai “sistem peradilan pidana” 
(criminal justice system). Hal ini dianggap perlu, sehubungan dengan 
kecendrungan yang tampak dari pengamatan yang memperlihatkan sikap 
dan kesadaran, seolah Polri sebagai aparat Penyidik, merupakan bagian 
yang terpisah berdiri sendiri dalam penyelesaian perkara pidana. 
Penanganan dan penyelesaian pemeriksaan “penyidikan”, sering 
mengabaikan “keterkaitan” dan “keterpaduan” dengan proses tahap 
pemeriksaan selanjutnya. Terlihat suatu kecenderungan “ketidakpedulian” 
(no care) atas penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum yang 
lain. Seolah-olah Polri berdiri sendiri, dan terpisah dari tahap proses 
selanjutnya. Akibatnya, “cara” dan “hasil penyelidikan”, dianggap “cukup 
memuaskan” instansi dan fungsi Polri tanpa menyadari keterkaitan 
dengan proses penyelesaian selanjutnya oleh aparat penegak hukum lain 
sesuai dengan prinsip “diferensiasi fungsional” yang digariskan KUHAP. 
Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem 
terpadu” (integrated criminal justice system). Sistem terpadu tersebut 
diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara 
aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang 
diberikan Undang-Undang kepada masing-masing. 
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Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan 
criminal justice system, merupakan “fungsi gabungan” (collection of 
function) dari : 
1) Legislator 
2) Polisi 
3) Jaksa 
4) Pengadilan, dan 
5) Penjara, serta badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan 
pemerintahan atau di luarnya. 
Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka criminal justice 
system : untuk “menegakkan, melaksanakan (menjalankan)”, dan 
“memutuskan hukum pidana”. 
Menurut Yahya Harahab (2007 : 90-91), kegiatan “sistem peradilan 
pidana” didukung dan dilaksanakan “empat fungsi utama” : 
1) Fungsi pembuatan Undang-Undang (Law Malking Function) 
Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan 
lain berdasar delegated legislation. 
Yang diharapkan, hukum yang diatur dalam undang-undang, 
“tidak kaku” (not rigid). Sedapat mungkin “fleksibel” (flexible) yang 
bersifat cukup “akomodatif” terhadap kondisi-kondisi “perubahan 
sosial” (enough to accommodate changing social conditions). 
2) Fungsi Penegakan Hukum (Law Enforcement Function) 
Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib 
sosial” (social or der) : 
a. Penegakan hukum “secara aktual” (the actual enforcement law) 
meliputi tindakan : 
b. Penyelidikan-penyidikan (investigation) 
c. Penangkapan (arrest) – penahanan (detention) 
d. Persidangan pengadilan (trial), dan 
e. Pemidanaan (punishement) – pemenjaraan guna memperbaiki 
tingkah laku individu terpidana (correcting the behavior of 
individual offender). 
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3) Efek “preventif” (preventive effect) 
Fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” orang 
(anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah “kehadiran” 
dan “eksistensi” polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat , 
dimaksudkan sebagai “upaya prevensi”. Dengan tive effect yang 
memiliki “daya cegah” (detterent effort) anggota masyarakat 
melakukan tindak criminal. 
4) Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (Function of 
Adjudication) 
Fungsi ini merupakan “subfungsi” dari kerangka penegakan 
hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa PU dan Hakim serta pejabat 
pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan : 
a) Kesalahan terdakwa (the determination of guilty) 
b) Penjatuhan hukuman (the imposition of punishment) 
5) Fungsi Memperbaiki Terpidana (The Function of Correction) 
Fungsi ini meliputi “aktivitas” Lembaga Pemasyarakatan, 
Pelayanan Sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan 
umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan 
“penghukuman” dan “pemenjaraan” terpidana : “merehabilitasi” 
pelaku pidana (to rehabilitate the offender) agar dapat kembali 
menjalani “kehidupan normal” dan “produktif” (return to a normal 
and productive life). 
 
Dari gambaran singkat integrated criminal justice system, dapat dilihat : 
berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang 
dilakukan Jaksa PU dan Hakim menyatakan terdakwa “salah” serta 
“memidananya”, sangat tergantung atas “hasil penyidikan” Polri. 
BAP yang bersifat “indeksikal” yakni “singkat”, “kabur”, dan “tidak 
mengarah” dan “menyentuh” unsur delik di mana “pertanyaan” dan 
“jawaban” mengandung makna yang “tidak tegas” dan “pasti” tentang 
peristiwa pidana yang disangkakan, seringkali ditemukan dalam praktek 
peradilan. Akibatnya, proses persidangan sering mengalami kesulitan 
untuk mengkonkretisasi dan “membuktikan” kesalahan terdakwa. 
Selanjutnya BAP yang bersifat “indeksikal” tersebut semakin jauh dari 
kemungkinan mempersalahkan dan menghukum terdakwa, disebabkan 
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“alat bukti” yang dikemukakan dan diajukan Polri, “tidak memenuhi batas 
minimal pembuktian” (minimal of evidence) yang digariskan Pasal 183 
KUHAP : 
1) Pada umumnya penyidik lebih cenderung mengumpul dan 
mengajukan alat bukti secara “kuantitatif”, bukan berdasar 
“kualitatif”; 
2) Syarat “formal” dan “materiil”, yang berakibat alat bukti yang 
diajukan “tidak mencapai batas minimal pembuktian”, sehingga 
seluruh alat bukti tersebut “tidak mempunyai kekuatan 
pembuktian”. (M. Yahya Harahap 2007 : 89-91) 
 
H. Praperadilan 
Pasal 1 butir 10 KUHAP memuat : 
“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa 
dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini 
tentang : 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
 
Hal yang disebut Pasal 1 butir 10 KUHAP tentang yang dapat di 
praperadilan diatur lebih rinci pada Pasal 77 KUHAP yang bunyinya 
sebagai berikut : 
“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini 
tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan atau penhentian penuntutan; 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara 
pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 
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Pada lampiran keputusan-keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 
01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tercantum 
antara lain : 
“Praperadilan sebagaimana dilakukan dalam Pasal 1 butir 10 adalah 
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : 
a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, 
penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap 
penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa 
Agung); 
b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara 
pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 
77); 
c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian 
(Pasal 82 ayat (1) dan (3)); 
d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas 
penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan 
yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan 
mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya 
tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2)); 
e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau 
penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang 
perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 
(3))”. 
Seyogianya butir c di atas tercantum pada Pasal 1 butir 10 dan pada 
Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi, hal ini dicantumkan dalam Pasal 95 ayat 
(1) KUHAP dengan perumusan “tindakan lain”. Mengenai rumusan ini, 
dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI di atas sebagai berikut 
: 
“Tindakan lain yang dimaksud di sini ialah tindakan-tindakan upaya 
hukum (dwang middle) lainnya seperti pemasukan rumah, 
penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan 
secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Hal ini 
dimasukkan dalam Pasal 95 tersebut karena dipandang perlu bahwa 
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hak-hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-
tindakan yang melawan hukum”. 
Pada Negara-negara yang sudah maju, suatu undang-undang telah 
dapat diterapkan kecuali undang-undang itu sendiri memberi kuasa atas 
terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). 
Bagi Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan hukum, 
peranan masyarakat untuk mufakat yang telah menjadi kepribadian 
bangsa selalu difungsikan. Itulah sebabnya Keputusan Menteri Kehakiman 
RI di atas diterbitkan guna menampung dan memberikan bentuk 
perundang-undangan dalam arti luas kepada Keputusan Rapat 
Mahkamah Agung-Departemen Kehakiman-Kejaksaan Agung dan 
Kepolisian RI (MAKEH-JAPOL) tanggal 22 Januari 1982. Alasan inilah 
satu-satunya yang dapat dilihat, sebab jika dilihat pertimbangan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut, dapat timbul kesan seolah-
olah penjelasan resmi belum cukup sehingga belum membentuk kesatuan 
persepsi baik mengenai pengertian-pengertian dan kewajiban-kewajiban 
serta kewenangan-kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. 
Pada butir 1.e di atas tercantum antara lain rumusan : “… atau 
penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang…”. 
Seyogianya rumusan tersebut tidak ada karena dapat ditafsirkan 
bertentangan dengan Pasal 333 ayat (1) dan Pasal 334 ayat (1) KUHAP. 
Pasal 333 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menahan 
seseorang atau meneruskan penahanan itu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun” 
38 
 
 
Selanjutnya Pasal 334 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut : 
“Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan seseorang ditahan 
atau terus ditahan dengan melawan hukum, dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 300,-”. 
Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 
KUHAP, yang memuat : 
“Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan 
kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal”. Dalam 
pemeriksaan praperadilan ini, perlu diperhatikan surat Mahkamah 
Agung RI, Nomor:SEMA/15 Tahun 1983, tanggal 8 Desember 1983 
tentang seorang militer, dapat tidaknya dipraperadilankan tergantung 
dari kasus si pelaku. Jika si pelaku seorang sipil misalnya ditahan 
seorang militer maka dapat dipraperadilankan oleh Pengadilan Negeri. 
(Leden Marpaung 2011 : 62-65) 
I. Aparat Penegak Hukum 
1. Polisi 
Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP berbunyi : 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2) Mencari keterangan dan barang bukti; 
3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
2. Jaksa 
Pengertian jaksa menurt Pasal 1 ayat (6) huruf a adalah : 
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 14 KUHAP berbunyi : 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 
atau penyidik pembantu; 
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b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik 
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) 
dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik 
dari penyidik; 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah 
perkaranya di limpahkan oleh penyidik; 
d. Membuat surat dakwaan; 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada 
sidang yang telah ditentukan; 
g. Melakukan penuntutan 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut Ketentuan Undang-Undang 
ini; 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 
 
Pasal 7 ayat (1) KUHAP berbunyi : 
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 
7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
9) Mengadakan penghentian penyidikan; 
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
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3. Hakim 
Pengertian hakim menurut Pasal 1 ayat (8) KUHAP adalah : 
Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang untuk mengadili. 
 
Kewajiban hakim menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 
sebagai berikut : 
(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 
(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di  
Pengadilan Negeri Jeneponto dan Rutan Kelas IIB Jeneponto untuk 
mendapatkan informasi mengenai Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang 
Mengalami Penahanan Yang Tidak Sah yang didasarkan pada 
pertimbangan Penulis bahwa kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap 
Tersangka merupakan kasus yang mengakibatkan tersangka yang 
membutuhkan ganti kerugian (kompensasi) terhadap kerugian yang 
dialaminya, sehingga Penulis berharap akan mudah memperoleh data 
yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan. 
B. Teknik  Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis untuk memperoleh 
data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu: 
a. Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan Penulis melalui wawancara langsung dengan 
pihak-pihak yang berkompeten (polisi) dan melalui kuesioner 
kepada masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-
dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh Pihak Kepolisian 
dan Pengadilan Negeri. 
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b. Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan 
membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari 
berkas perkara yang  ada hubungannya dengan objek yang akan 
dikaji. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk 
menunjang hasil penelitian adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berkompeten (polisi) dan melalui kuesioner kepada masyarakat. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 
seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media 
massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian 
ini. 
D. Teknik Analisis Data 
Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif 
selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah 
yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam 
Hal Ganti Kerugian 
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BAB IV 
HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Keadaan Geografis 
Kabupaten jeneponto terletak antara 5023’12” – 5042’1,2” lintang 
selatan dan 119029’12” – 119056’44,9” bujur timur. Berbatasan dengan 
kabupaten gowa dan takalar di sebalah utara, kabupaten bantaeng di 
sebelah timur, kabupaten takalar sebalah barat dan laut flores di sebelah 
selatan.. 
Luas wilayah kabupaten jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang 
meliputi 11 kecamatan. 
Pemerintah daerah jeneponto mencakup 113 desa/kelurahan dengan 
rincian 82 desa dan 31 kelurahan. Ditinjau dari status desa/kelurahan 
yang tertinggal, masih banyak dijumpai desa/kelurahan yang tertinggal 
yaitu sebanyak 50 desa/kelurahan, sisanya yang lain yaitu sebanyak 63 
desa/kelurahan tidak tertinggal lagi. 
Penduduk kabupaten jeneponto pada tahun 2012 berjumlah 348.138 
orang yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di 
kecamatan binamu yaitu sebanyak 53.252 orang. 
Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin 
perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-
laki, pada tahun 2012 jumlah penduduk perempuan sebesar 179.113 
orang dan laki-laki sebanyak 169.025 orang. 
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Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu 
negara akan menentukan karakter dan pembangunan ekonomi dan sosial, 
karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. 
Pada tahun 2012 di kabupaten jeneponto jumlah taman kanak-kanak 
sebanyak 118 buah. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 286 
buah dengan jumlah guru sebanyak 1.789 orang dan murid sebanyak 
46.441 orang. Jumlah SLTP negeri  sebanyak 69 buah dengan jumlah 
guru sebanyak 671 orang dan murid sebanyak 12.908 orang. Jumlah 
SLTA Negeri 11 buah dengan jumlah guru 250 orang dan murid 5.059 
orang. 
Aspek sosial lainnya seperti agama dan kriminal. Perkembangan 
pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana 
peribadatan masing-masing agama. 
Tempat peribadatan umat islam berupa masjid dan mushallah pada 
tahun 2012 masing-masing berjumlah 621 buah dan 225 buah. (Badan 
pusat statistik kabupaten jeneponto, 2013) 
B. Implementasi Ganti Kerugian Bagi Tersangka 
Praperadilan dapat dilakukan jika penangkapan atau penahanan atau 
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau tindakan 
upaya hukum  (pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang 
bukti) dianggap oleh tersangka tidak sah atau tidak memenuhi syarat-
syarat tertentu oleh undang-undang, maka  tersangka,  keluarga,  atau  
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pihak lain atas kuasa tersangka misalnya penasihat hukum/advokat dapat  
memintakan pemeriksaan praperadilan, dan apabila tindakan tersebut 
terbukti tidak sah maka tersangka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti 
kerugian berupa kompensasi melaui praperadilan. 
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri 
Jeneponto, diperoleh data permohonan praperadilan sebagai berikut: 
Tabel 1 
Register  Permohonan  Praperadilan  Di  Pengadilan Negeri 
Jeneponto Tahun 2008 – 2013 
No Tahun 
Permohonan 
Praperadilan 
Putusan Hakim 
Dikabulkan Ditolak 
1 2008 – – – 
2 2009 – – – 
3 2010 – – – 
4 2011 1 – 1 
5 2012 1 – 
1 
6 2013 – – 
– 
Jumlah 
2 
 2 
Sumber : Pengadilan Negeri Jeneponto 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2010 tidak terdapat permohonan praperadilan, namun pada tahun 
2011 mengalami peningkatan yaitu terdapat satu permohonan  
praperadilan,  dan  putusan hakim menunjukkan permohonan praperadilan 
tidak dikabulkan. Pada tahun 2012 tidak ada peningkatan, hanya terdapat 
satu  permohonan  praperadilan, dan putusan hakim menunjukkan 
permohonan praperadilan tidak dikabulkan. Sedangkan pada  tahun  
2013,  mengalami  penurunan  yaitu  tidak ada permohonan  praperadilan.   
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  enam 
tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 tidak ada 
permohonan praperadilan yang dikabulkan, dan gugatan yang masuk pun 
sangat sedikit yaitu hanya dua permohonan praperadilan. Dari  jumlah  
keseluruhan permohonan praperadilan selama enam tahun  terakhir  yang  
terdapat pada tabel di atas, maka penulis mengklasifikasikan permohonan 
ganti kerugian terhadap negara bagi tersangka  yang  mengalami 
kerugian. Berdasarkan hasil  penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan 
Negeri Jeneponto, diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 2 
Register Permohonan Ganti Kerugian Bagi Tersangka Yang 
Mengalami Penahanan Yang Tidak Sah  
Di Pengadilan Negeri Jeneponto Tahun 2008 - 2013 
No Tahun 
Permohonan 
Ganti Kerugian 
Putusan Hakim 
Dikabulkan Ditolak 
1 2008 – – 
– 
2 2009 – – 
– 
3 2010 – – 
– 
4 2011 – – 
– 
5 2012 – – 
– 
6 2013 – – 
– 
Jumlah – – – 
Sumber : Buku Register Permohonan Praperadilan Tahun 2008 – 2013 
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 
tahun  2013 tidak terdapat permohonan  ganti kerugian. 
Dari  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  enam  tahun  
terakhir  yaitu  dari  tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2013 tidak 
pernah ada yang melakukan permohonan ganti kerugian terhadap 
tersangka yang mengalami kerugian. Hal tersebut terjadi karena : 
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1. Tersangka/korban lebih memilih damai dengan aparat penegak hukum 
tanpa melalui pengadilan dan ganti kerugian berupa kompensasi lebih 
banyak yang di dapatkan dibandingkan melalui jalur hukum 
2. Tersangka/korban tidak mengajukan ganti kerugian karena  selalu 
menganggap aparat penegak hukum tidak pernah melakukan 
kesalahan. 
3. Tersangka/korban tidak mengajukan ganti kerugian karena takut  
melawan aparat penegak hukum 
4. Tersangka/korban tidak mengajukan ganti kerugian karena putusan 
bebas baginya itu lebih cukup dibandingkan mengajukan ganti 
kerugian. 
5. Tersangka/korban tidak mengajukan ganti kerugian karena biayanya 
lebih mahal dibandingkan dengan kompensasi yang akan diberikan jika 
memenangkan perkaranya. 
Sedangkan penelitian terhadap masyarakat di Kabupaten Jeneponto, 
penulis mengumpulkan data dengan  cara  menyebarkan kuisioner kepada 
masyarakat yang pernah mengalami penahanan, penangkapan, 
penyitaan, penggeledahan dan terhadap masyarakat yang sementara 
menjalani masa penahanan. 
Berdasarkan  hasil  kuisioner  terhadap  25  responden  masyarakat 
yang pernah mengalami penahanan, penangkapan, penyitaan,  
penggeledahan oleh aparat  penegak hukum, dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
49 
 
 
Tabel 3 
Masyarakat Yang Pernah Mengalami Penahanan, Penangkapan, 
Penyitaan,  Penggeledahan Oleh Aparat Penegak Hukum 
No Implementasi Ganti Kerugian 
Jawaban 
Ya Tidak 
1 Pernah mengalami penahanan oleh kepolisian 24 - 
2 
Pernah  mengalami  penahanan  oleh  
jaksa/penuntut umum 
15 10 
3 Pernah mengalami penahanan oleh hakim 13 11 
4 
Pada waktu anda akan ditangkap,  diperlihatkan 
surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan nama anda 
22 3 
5 
Pada waktu anda akan ditangkap,  diperlihatkan 
surat  tugas  yang mencantumkan  nama  aparat  
kepolisian yang ditugaskan  untuk    menangkap  
anda 
16 9 
6 
Mengetahui mengenai ganti kerugian berupa 
kompensasi dengan mengajukan permohonan 
praperadilan apabila penangkapan dan penahan 
tidak sah yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
2 22 
7 
Polisi melakukan penggeledahan dan  penyitaan 
barang dirumah anda 
14 11 
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8 
Barang yang disita berkaitan  dengan  kejahatan  
yang anda lakukan 
17 8 
9 
Diperlihatkan  surat  izin  penggeledahan  dan 
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
Jeneponto 
15 9 
10 
Pada saat penggeledahan dilakukan,  
disaksikan oleh dua orang saksi atau disaksikan 
oleh kepala desa/kepala lingkungan 
11 13 
11 
Mengetahui adanya ganti  kerugian  dari  negara  
kepada  tersangka  apabila  tidak sahnya 
penggeledahan dan penyitaan barang  oleh  
aparat  penegak hukum  yang  tidak  sesuai  
dengan  peraturan perundang-undangan 
6 18 
12 
Pada  saat  menjalani  proses  hukum,  anda 
didampingi oleh penasihat hukum/advokat 
7 18 
Sumber : Hasil Kuisioner Terhadap Masyarakat Kabupaten Jeneponto 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 25 responden masyarakat 
Kabupaten Jeneponto  yang  pernah  mengalami  penahan, penangkapan, 
penyitaan dan penggeledahan oleh aparat penegak hukum, tiga mantan 
tersangka  mengaku tidak mendapat surat perintah  penangkapan  pada  
saat  akan  ditangkap  dan  terdapat  sembilan mantan  tersangka  yang  
mengaku  bahwa  pada  saat  akan  dilakukan penahanan,  tidak 
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mencantumkan nama aparat  kepolisian  yang  ditugaskan  untuk  
menahannya.   
Sedangkan  dalam  hal  penggeledahan  dan penyitaan  terdapat  
empat belas  mantan  tersangka  yang  pernah  dikenakan tindakan 
penggeledahan dan penyitaan oleh aparat kepolisian, dan  pada saat  
akan  dilakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  barang  dirumah mantan 
tersangka, sembilan mantan tersangka tersebut tidak diperlihatkan surat  
izin  penggeledahan  dan  penyitaan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri 
Jeneponto  dan tiga belas  mantan  tersangka tersebut mengaku bahwa 
pada  saat  penggeledahan  dan  penyitaan  dilakuan  tidak  disaksikan  
oleh dua orang saksi atau disaksikan oleh kepala desa/kepala lingkungan. 
Selain  itu  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  25  responden, 
terdapat 18 responden yang tidak mengetahui adanya ganti kerugian  dari 
negara  apabila  dikenakan  tindakan  upaya  paksa  tidak  sah  oleh  
aparat penegak hukum  dan hanya enam  responden yang mengetahui hal 
tersebut dan tujuh responden yang  didampingi  penasihat  hukum/advokat 
pada saat menjalani proses hukum. 
Berdasarkan  hasil  kuisioner  terhadap  27  responden  masyarakat 
Kabupaten  Jeneponto  yang  sementara  menjalani  masa  penahanan  di 
Rutan Kelas II B Jeneponto, dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4 
Masyarakat Yang Sementara Menjalani Masa Penahanan 
No Implementasi Ganti Kerugian 
Jawaban 
Ya Tidak 
1. Pada  waktu  anda  akan  ditangkap  
diperlihatkan surat perintah  penangkapan  yang  
mencantumkan nama anda 
6 20 
2. Pada waktu anda akan ditangkap diperlihatkan 
surat tugas yang mencantumkan nama aparat 
kepolisian yang ditugaskan untuk menangkap 
anda 
7 19 
3 Pada waktu anda akan ditahan, aparat 
kepolisian yang ditugaskan menahan anda  
menyampaikan foto copy surat perintah  
penahanan  kepada keluarga anda 
14 12 
4 Mengetahui adanya ganti  kerugian  dari  negara  
kepada  tersangka  apabila  dikenakan  tindakan 
penangkapan atau penahanan yang tidak sah 
yang  tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
1 23 
5 Polisi melakukan penggeledahan dan  penyitaan 
barang dirumah anda 
3 23 
6 Barang yang disita berkaitan  dengan  kejahatan  9 17 
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yang anda lakukan 
7 Pada saat penggeledahan dilakukan,  
disaksikan oleh dua orang saksi atau disaksikan 
oleh kepala desa/kepala lingkungan 
7 20 
8 Mengetahui adanya ganti  kerugian  dari  negara  
kepada  tersangka  apabila  dikenakan  tindakan 
penggeledahan dan penyitaan barang yang 
tidak sah yang  tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
2 21 
9 Pada  saat  menjalani  proses  hukum,  anda 
didampingi oleh penasihat hukum/advokat 
1 26 
Sumber : Hasil Kuisioner Di Rutan Kelas II B  Jeneponto 
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  27  responden  masyarakat 
Kabupaten  Jeneponto  yang  sementara  menjalani  masa  penahanan  di 
Rutan Kelas II B Jeneponto,   dua puluh  diantaranya  mengaku  bahwa  
pada  saat akan  ditangkap oleh aparat kepolisian tidak mendapat surat  
perintah penangkapan  dan  terdapat  Sembilan belas yang mengaku 
bahwa pada saat akan ditangkap tidak memperlihatkan surat tugas yang 
mencantumkan nama aparat kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan 
penangkapan. 
Sedangkan dua belas diantaranya mengaku bahwa pada saat akan 
ditahan, aparat kepolisian yang ditugaskan melakukan penahanan tidak 
menyampaikan foto copy surat perintah kepada keluarga dan 23 
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diantaranya tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari Negara kepada 
tersangka  apabila dikenakan tindakan penangkapan atau penahanan 
yang tidak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan sembilan diantaranya mengaku bahwa polisi melakukan 
penggeledahan dan penyitaan barang serta dua puluh tiga diantaranya 
tidak dilakukan hal tersebut dan dua puluh orang diantaranya mengaku 
bahwa barang yang disita tidak berkaitan dengan kejahatan yang 
dilakukan. 
Selain  itu  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  dua puluh tujuh  
responden, terdapat dua tersangka yang mengetahui adanya ganti 
kerugian dari negara apabila  dikenakan  tindakan  yang  tidak  sah  oleh  
aparat  penegak hukum  sedangkan  dua puluh satu  tersangka  lainnya  
tidak  mengetahui  hal  tersebut serta  terdapat  satu  tersangka  yang  
didampingi  oleh  penasihat hukum/advokat dan 26 tersangka lainnya tidak 
didampingi oleh penasihat hukum/advokat. 
Dalam  hal  ini  penulis  akan  membahas  kasus  yang  dialami oleh 
Aldi Bima Utama  yang  dikenakan  tindakan  penahanan dalam hal 
pencabulan. Akan tetapi, kasus yang dialami oleh Aldi Bima Utama tidak 
dilakukan pencabulan tersebut. Melainkan Aldi Bima Utama dipaksa, 
dicambuk dan diancam oleh penyidik untuk mengakui perbuatan tersebut. 
Awal kasusnya bermula pada saat Aldi Bima Utama sedang bersantai 
ria dirumah temannya. Tiba-tiba tanpa sebab atau kesalahan Aldi Bima 
Utama langsung dibawa oleh petugas tanpa memperlihatkan surat 
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perintah penangkapan yang mencantumkan namanya. Aldi Bima Utama 
sempat menolak saat dibawah oleh pihak kepolisian dengan alasan tidak 
pernah melakukan pelanggaran atau kejahtan. Akan tetapi, Aldi Bima 
Utama di paksa oleh pihak kepolisian dibawah ke kantor kepolisian. Pada 
saat dikantor kepolisian, Aldi Bima Utama dimintai keterangan dalam 
kasus pencabulan tersebut. Aldi Bima Utama pun memberikan komentar 
bahwa dia tidak melakukan tindakan pencabulan tersebut. Akan tetapi, 
pihak penyidik memaksanya untuk mengakui melakukan pencabulan 
tersebut. Aldi Bima Utama meberikan keterangan dengan mengakui 
perbuatan pencabulan tersebut karena dipaksa, dicambuk, dan diancam. 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Aldi Bima Utama,  alasan  
tidak mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  karena  dia  tidak  mengetahui 
apa itu ganti kerugian, dia tidak mengetahui adanya ganti  kerugian,  tidak  
ingin  memperpanjang  masalah,  tidak punya uang untuk menghadirkan 
pengacara dan takut akan tindakan dipaksa, dicambuk dan diancam itu 
terulang kembali. 
Dari  hasil  kuisioner  terhadap  masyarakat  Kabupaten  Jeneponto    
yang pernah dikenakan tindakan yang tidak sah yang tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum dan terhadap  
masyarakat Kabupaten Jeneponto yang sementara menjalani masa 
penahanan di Rutan Kelas IIB Jeneponto, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat tindakan  yang  tidak  sah  yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum di 
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Kabupaten Jeneponto selain itu masyarakat Kabupaten Jeneponto sangat 
sedikit  yang  mengetahui  adanya  ganti  kerugian  dari  negara  apabila 
dikenakan tindakan yang tidak sah yang tidak sesuai peraturan 
perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. 
C. Kendala-Kendala Dalam Pemberian Ganti Kerugian 
Meskipun  hak  mereka  (tersangka/terdakwa/terpidana)  untuk  
mendapatkan ganti  kerugian  telah  memiliki  aturan,  masih  banyak  
masyarakat  awam yang  tidak  mengetahui  haknya  dan  banyak  pula  
yang  mengetahuinya tetapi  mereka  memilih  untuk    tidak  
menggunakan  hak  tersebut  dengan alasan  untuk  mendapatkan  ganti  
kerugian  butuh  proses  yang  panjang, berbelit-belit,  dan  mengeluarkan  
banyak  biaya  sedangkan  ganti  kerugian yang didapatkan tidak setimpal 
dengan proses yang ditempuh.  
Secara  garis  besar,  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  oleh 
tersangka/terdakwa yang  dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah  oleh 
aparat  penegak  hukum  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  dari  
negara, yaitu :  
1. Kendala Ketidaktahuan  
Pada  umumnya  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya  ganti 
kerugian  dari  negara  apabila  dikenakan  tindakan  upaya  paksa  tidak  
sah oleh  aparat  penegak  hukum  dan  ada  pula  masyarakat  yang  
telah mengetahui  hal  tersebut,  tetapi  tidak  mengetahui  kemana  harus 
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mengadu/melapor  dan  bagaimana  prosesnya    untuk  mendapatkan  
ganti kerugian.  
2. Kendala Budaya  
Sebagian  besar  masyarakat    yang  pernah  mengalami  tindakan  
upaya paksa  tidak  sah,  memilih  untuk  tidak  menuntut    ganti  kerugian  
karena sudah  merasa  bersyukur  dan  puas  apabila  sudah  bebas  dari  
tahanan. Selain  itu,  mereka  dengan  sangat  mudah  memaafkan  
kesalahan  aparat penegak  hukum  tersebut,  mereka  beranggapan  
bahwa  aparat  penegak hukum itu juga adalah manusia biasa yang tidak 
lepas dari kesalahan.   
3. Kendala Psikologi  
Masyarakat  pada  umumnya  kurang  mempercayai  aparat  penegak 
hukum,  khususnya  masyarakat  yang  berpendidikan  rendah  mereka 
beranggapan  bahwa  hanya  orang  yang  berduit  saja  yang  akan 
mendapatkan  keadilan,  stigma  pemikiran  inilah  yang  mempengaruhi 
masyarakat  sehinga  lebih  banyak  yang  tidak  ingin  berhubungan  
dengan pengadilan apalagi dalam  menuntut  ganti kerugian,  mereka 
beranggapan bahwa  untuk  menuntut  ganti  kerugian  hanya  akan  
memperpanjang masalah  dan  buang  waktu  saja  karena  walaupun  
menggugat  tidak  akan dikabulkan.      
4. Kendala Undang-Undang Yang Mengatur 
Undang-undang  yang  dimaksud  disini  adalah  peraturan  tertulis  
yang  berlaku  umum  dan  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  ataupun  
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daerah. Dalam  hal  ganti  kerugian,  KUHAP  sudah  mengatur  hak 
tersangka/terdakwa  yang  tidak  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi  putusan 
bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  oleh  pengadilan  
berhak menuntut  ganti kerugian. KUHAP juga telah dilengkapi  dengan 
Peraturan Pemerintah  No.27  Tahun  1983  Tentang  pelaksanaan  
KUHAP  (Kemudian diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  58  
tahun  2010  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.27  
Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  KUHAP)  serta  dilengkapi  dengan  
Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  No.983/KMK.01/1983  
yang  mengatur proses pembayaran ganti kerugian.  
Namun  apabila  diamati  peraturan-peraturan  tersebut,  dapat 
dikatakan  bahwa  untuk  dapat  memperoleh  ganti  kerugian  
membutuhkan proses  yang  panjang  karena  pemohon  harus  
menunggu  kelengkapan berkas,  yang  tentunya  membutuhkan  waktu  
yang  lama  dan  berbelit-belit serta  membutuhkan  biaya  yang  tidak  
sedikit.  Sehingga  belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, 
murah, dan sederhana.  
5. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
Dalam hal ini penulis mengutip pendapat dari Soerdjono Soekamto  
yang menyatakan :  
Tanpa  adanya  sarana  dan  fasilitas  tertentu,  maka  tidak  mungkin 
penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar,  sarana  dan 
fasilitas  tersebut  mencakup  tenaga-tenaga  manusia  yang 
berpendidikan  dan  terampil,  keuangan  yang  cukup  dan seterusnya. 
(Soerdjono Soekamto,1977:33)  
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 Dalam  hal  pemenuhan  ganti  kerugian  bagi  tersangka/terdakwa  
yang dikenakan  tindakan  upaya  paksa  tidak  sah  oleh  penegak  
hukum,  baik sumber  daya  manusia  yang  berkwalitas  maupun  dana  
serta  tata  kelola organisasi  yang  baik  sangat  dibutuhkan  untuk  
mendukung  penegakan hukum.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pada 
Pengadilan Negeri Jeneponto, bapak Michael Lys Nugroho, SH., ada 
beberapa kendala sehingga  permohonan  praperadilan  tidak  dikabulkan 
yaitu :   
1. Kendala Proses di Pengadilan     
a. Bentuk Gugatan  
Di dalam isi gugatannya terdapat kelemahan, tidak tepat cara 
menguraikan isi gugatan, dan sebagainya.   
b. Tidak Bisa Membuktian   
Kebanyakan gugatan yang masuk, tidak bisa membuktikan  adanya 
tindakan  upaya  paksa tidak sah yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Misalnya, tersangka  mengaku pada saat akan ditangkap tidak 
diberikan surat perintah penangkapan,  setelah  diperiksa  ternyata  surat 
perintah penangkapan itu ada, dan sebagainya.  
c. Pemikiran Hakim  
Dalam hal pemikiran hakim, dapat kita golongkan menjadi dua aliran. 
Aliran  pertama, tidak  ingin keluar dari  aturan yang diatur dalam KUHAP. 
Hakim dengan aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang dapat 
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dipraperadilankan hanya penyidik dan penuntut umum. Begitu pula 
terhadap jenis tindakan upaya paksa yang dapat dimohonkan 
praperadilan, mereka berpedoman pada  Pasal 77 KUHAP,  bahwa  yang 
dapat dimohonkan praperadilan yaitu  terbatas  pada  sah  atau  tidaknya 
penangkapan,  penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan, sedangkan mengenai sah tidaknya penggeledahan dan 
penyitaan mereka akan menolak untuk memeriksa permohonan 
praperadilan tersebut. Aliran  kedua, berfikiran  lebih  luas.  Hakim dengan 
aliran ini, berpendapat bahwa pihak yang  dapat  dipraperadilankan  bukan 
hanya penyidik dan penuntut umum.  Tetapi  Hakim, Petugas  Kehutanan, 
Rutan, Bea Cukai, Satpol PP, dan sebagainya, juga dapat 
praperadilankan. Dan bukan hanya sebatas memeriksa sah tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian  penydikan,  dan  penghentian 
penuntutan, tetapi  hakim  dengan aliran pemikiran ini juga memeriksa 
segala jenis tindakan upaya paksa tidak sah baik itu, 
penahanan,penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. 
Perbedaan  pemikiran  ini  disebabkan  karena  KUHAP  sendiri  tidak  
mengatur mengenai pihak-pihak  yang  dapat  dipraperadilankan,  KUHAP 
hanya mengatur hak tersangka/terdakwa  untuk  menuntut  ganti  kerugian 
apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak  sah  oleh  aparat  penegak 
hukum.  
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2. Kendala Politik  
a. Aparat Penegak Hukum  
Aparat  penegak  hukum  pada  dasarnya  ingin  diakui  eksistensinya  
ditengah-tengah  masyarakat.  Namun,  dalam  menjalankan  tugas  dan 
kewenangannya  seringkali  keluar  dari  aturan  yang  diatur  dalam 
perundang-undangan. Dengan adanya forum praperadilan maka 
tersangka yang menjadi korban kesewenang-wenangan  aparat  penegak 
hukum diberikan tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam  menuntut 
ganti kerugian kepada negara. Namun, dalam  memperjuangkan  hak 
tersangka tersebut tidak mudah, karena harus berhadapan dengan aparat 
penegak hukum itu sendiri. Hal inilah yang turut mempengaruhi  sehingga 
sangat  kurang  gugatan  praperadilan  yang  dikabulkan  karena  dengan 
banyaknya permohonan peraperadilan yang dikabulkan akan 
mempengaruhi eksistensi dari aparat penegak hukum.  
b. Criminal Justice System  
Dalam  mewujudkan  tujuan  hukum,  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  
dan kepastian  hukum.  Masing-masing  petugas  hukum  (Polisi,  Jaksa,  
Hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja 
dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas  
hukum  tersebut harus  berhubungan  secara  fungsional.  Karena  seperti  
yang  diketahui bahwa  penyelenggaraan  peradilan  tersebut,  adalah  
merupakan  suatu sistem,  yaitu  suatu  keseluruhan  terangkai  yang  
terdiri dari  atas  unsur-unsur  yang saling berhubungan secara fungsional.   
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Namun kenyataanya, aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  dan hakim) 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak  berhubungan  satu  
sama lain. Polisi dan jaksa menjalankan tugas dan kewenangannya  
bersifat  eksekutif, yang artinya hanya  mewujudkan  tujuan hukum dari 
segi kepastian hukum sedangkan hakim menjalankan tugas dan  
kewenangannya selain sebagai eksekutif berperan  pula  sebagai  
yudikatif, artinya  selain  dituntut  untuk mewujudkan  kepastian  hukum,  
dituntut  pula  untuk  mewujudkan  tujuan hukum yang lain yaitu 
kemanfaatan dan keadilan.   
c. Kelemahan Forum Praperadilan    
Praperadilan dalam KUHAP masih mengandung kelemahan, 
berdasarkan praktik selama ini, kelemahan-kelemahan itu mendorong Tim 
penyusun  RUU KUHAP  ingin  mengubah  praperadilan  dengan  konsep 
hakim komisaris. Selama ini, praperadilan terlalu mengedepankan 
fomalitas sehingga kurang bisa  mengungkap  kebenaran  yang  didalilkan 
pemohon. Hakim  sangat  terkungkung  pada  pemeriksaan  formal.  
Selain itu, praperadilan  yang  dianut  KUHAP  belum  menyentuh  uji  
keabsahan penggeledahan  dan  penyitaan.  Padahal  kedua  perbuatan  
itu  sering dilakukan penyidik dan tidak menutup kemungkinan dilakukan 
sewenang-wenang.  
Berdasarkan penelitian yang  dilakukan  oleh  Komisi  Hukum Nasional  
(selanjutnya disingkat KHN) memperkuat  sinyalemen  tentang kelemahan 
konsep praperadilan dalam KUHAP. Dari 363 responden di 33 provinsi,  
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mayoritas  menyetujui bahwa  konsep  praperadilan  yang  berlaku selama  
ini  merupakan  salah  satu  kelemahan  mendasar  dari  KUHAP. Sebab  
praperadilan  lebih  banyak  tertuju  pada  dipenuhinya  syarat-syarat 
formil suatu penahanan atau penangkapan.  Kesetujuan responden malah 
dikategorikan “sangat kuat”, 102 responden menyatakan sangat setuju, 
dan 197 meyatakan setuju. Hanya 54 responden yang tidak setuju, dan 5 
orang sangat tidak setuju.  
Survei itu menjadi  sangat  penting  karena  respondennya kebanyakan  
adalah  mereka  yang  sehari-hari  bergelut  dengan  hukum. Responden 
berasal dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, petugas lapas atau rutan, 
advokat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.  
Secara  normatif,  ada  empat  kelemahan  dasar  praperadilan  yang 
ditemukan KHN, antara lain :  
1. Proses pengadilan atas praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika  
ada pihak yang  menggunakan haknya. Selama  tidak  ada pihak  yang  
menuntut, hakim tidak dapat menguji sah tidaknya tindakan  penyidik  
dan penuntut umum.  dalam  praperadilan, hakim bersifat pasif. Ia  
baru dapat memeriksa jika ada inisiatif. Dalam memeriksa sah  
tidaknya suatu penangkapan  atau penahanan (Pasal 79 KUHAP),  
inisiatif datang dari tersangka, keluarga atau kuasanya. Untuk  
memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,  
inisiatif  datang  dari penydik,  penuntut,  atau  pihak  ketiga  (Pasal  80  
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KUHAP).  Lalu, untuk  permintaan ganti  kerugian  inisiatif  datang  dari  
tersangka atau pihak ketiga (Pasal 81 KUHAP).  
2. Hak  tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara 
pidana telah mulai disidangkan. Pasal 82 ayat (1) huruf d  KUHAP  
menegaskan dalam  hal  perkara  sudah  diperiksa  pengadilan  negeri,  
sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai, maka 
permintaan tersebut gugur.  
3. Tidak semua upaya paksa  dapat  diuji  hakim.  Sehingga menimbulkan 
ketidakjelasan siapa yang berwenang mengujinya. Lagi pula hakim  
hanya memperhatikan pemenuhan syarat formal, dan tidak menyentuh 
syarat materil.  
4. Batas waktu pemeriksaan praperadilan sangat singkat, yaitu tujuh  
hari. Sangat tidak memadai bagi hakim untuk memeriksa dan memutus 
perkara praperadilan. (http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian)  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :  
1. Implementasi pemberian ganti kerugian bagi tersangka dalam hal ganti 
kerugian di Kabupaten Jeneponto tidak optimal, hal ini didasarkan  
pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat  
Kabupaten Jeneponto, sangat sedikit  yang  mengetahui  adanya  ganti  
kerugian dari negara apabila proses perkara pidana tidak sesuai 
prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum. Sementara, masih 
terdapat tersangka maupun mantan  tersangka  yang  pernah  
mengalami  ataupun  sementara mengalami proses perkara pidana 
yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum di 
Kabupaten Jeneponto.   
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan ganti kerugian bagi 
tersangka yang proses perkara pidana tidak sesuai prosedur yang 
dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Jeneponto, yaitu :  
a. Kendala ketidaktahuan;   
b. Kendala budaya;  
c. Kendala psikologi;  
d. Kendala undang-undang yang mengatur;  
e. Kendala sarana atau fasilitas yang mendukung  penegakan hukum;  
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f. Kendala proses di pengadilan;  
g. Kendala politik.  
B. Saran   
1. Perlu  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  menuntut  ganti 
kerugian apabila proses perkara pidana yang tidak sesuai prosedur 
(tidak sah). Selain itu, diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, 
dan biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian agar mantan 
tersangka  tersebut  dapat  menuntut  kerugian  yang  telah  dialaminya  
akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah. Hal ini 
dimaksudkan agar masyarakat menggunakan hak mereka dengan 
sebaik-baiknya. 
2. Perlu adanya peningkatan jumlah  ganti  kerugian  karena  jumlah yang 
ditentukan dalam KUHAP sangat sedikit dan tentu saja tidak 
mencukupi lagi pada masa sekarang. Apabila jumlah ganti kerugian 
diperbesar, hal ini tentu saja akan meningkatkan minat mantan 
tersangka  yang telah dilanggar haknya  tersebut untuk mengajukan 
permohonan  ganti  kerugian, yang dalam hal ini setimpal dengan 
proses  yang telah mereka lakukan untuk  memperoleh  ganti kerugian.  
Selain itu, dengan jumlah ganti kerugian yang  besar, negara  tentunya  
akan memberikan sanksi yang  tegas kepada aparat  penegak hukum  
yang lalai dan sengaja melakukan kesalahan dalam menjalankan 
tugasnya dan hal ini tentu saja dapat menciptakan keadilan,  
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kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  bagi tersangka yang dilanggar 
haknya tersebut.  
3. Perlu  adanya  pengaturan  yang  sistematis,  rinci,  dan  jelas  dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya pengaturan 
mengenai  praperadilan,  sehingga  terdapat  dasar  hukum  yang  kuat 
dalam  pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan  agar  tidak 
terjadi celah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. 
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